
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   1   TAHUN  2004 

TENTANG 

PERBENDAHARAAN NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk 

mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan 

kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem 

pengelolaan keuangan negara; 

b.  bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD);  

c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum 

administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan 

negara;  

d.  bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische 

Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan  

pertanggungjawaban  keuangan negara;  

e. bahwa … 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu 

dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. 

 

BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian 

 

Pasal  1 

  Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:   

 

1. Perbendaharaan ... 
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1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi 

dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN  

dan APBD. 

2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan 

membayar seluruh pengeluaran negara.  

3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat 

penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk 

menampung seluruh penerimaan negara dan membayar 

seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 

4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah.  

5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 

6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang 

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.  

 

7. Piutang ... 
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7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.  

8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang 

dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab 

lainnya yang sah.  

9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau 

berdasarkan sebab lainnya yang sah.  

10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah.  

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah.  

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan 

kerja perangkat daerah.  

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik negara/daerah. 

 

14. Bendahara ... 
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14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas 

untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, 

dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau 

barang-barang negara/daerah.  

15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas 

untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.   

16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas 

untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.  

17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan 

kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 

negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada 

kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ 

pemerintah daerah. 

19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/ 

lembaga yang bersangkutan.  

20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ 

lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga 

negara. 

 

21. Pejabat ... 

 


